
SURAT EDARAN
DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN 
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG 

PERNYATAAN MANDIRI (SELF DECLARE) OLEH PENGURUS 

KOPERASI 

SIMPAN PINJAM/KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN S

YARIAH/

UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI/UNIT SIMPAN PINJAM DAN 

PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI



DASAR HUKUM
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25/1992

Perkoperasian

23/2014

Pemerintahan Daerah

4/2023
Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan

6/2023
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor
2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang Undang
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96/2020
Kementerian Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah

5/2021
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

7/2021
Kemudahan, Pelindungan
dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah P
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09/2018
Penyelenggaran dan Pembinaan 
Perkoperasian

9/2020
Pengawasan Koperasi

3/2021
Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, 
Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

11/2022
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

8/2023

Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh

Koperasi;



Realitas Pengaturan Yang Ada Saat Ini

UU NO 1/ 2023 

KUHP  Pidana

UU NO 4/ 2023 P2SK 

 PEMBATASAN:

1. Calon/Anggota KL

2. Kop Jasa Keuangan

RUU PERKOPERASIAN
1. Anggota dan KL

2. Perizinan

3. Pengaturan

4. Pengawasan

5. Ekosistem,

6. Pidana

1. ANGGOTA, 

2. KOPERASI LAIN (KL), 

3. ANGGOTA KOPERASI LAIN, 

4. CALON ANGGOTA

UU NOMOR 25 TAHUN 1992 PERKOPERASIAN 

DAN PP NOMOR 9 TAHUN 1995

1. ANGGOTA, 

2. KOPERASI LAIN, 

3. ANGGOTA KOPERASI LAIN, 

4. CALON ANGGOTA

UU NOMOR 6 TAHUN 2023 CIPTA KERJA 

DAN PP NOMOR 7 TAHUN 2021

Memperkuat dan M
emudahkan Usaha 
Koperasi

PERMEN NO 8/2023
Sebagai Aturan Transi
si untuk Memberikan
Kepastian Hukum dan
Pelindungan melalui P
erizinan, Pengaturan, 
dan Pengawasan Usa
ha Simpan Pinjam

Mulai 2026

SE Deputi Perkoperasi
an No 7 Tahun 2023 
Pernyataan Mandiri: 
USP Tertutup/Terbuka



Apa Yang Harus Dilakukan

Kementerian Koperasi dan UKM
1. Mengembangkan sistem pengawasan dan penerapan aplikasi isiannya;
2. Melaksanakan penilaian usaha simpan pinjam Koperasi 2023-2024;
3. Meningkatkan kompetensi JFPK dan dukungan pelaksanaan pengawasan; dan
4. Menyiapkan regulasi, sistem dan daya dukung pengembangan sistem penga-

wasan.

Dinas Koperasi dan UKM Propinsi dan Kabupaten/ Kota
1. Memberikan dukungan pelaksanan pengawasan sesuai kewenangannya, term

asuk dalam melaksanakan penilaian usaha simpan pinjam;
2. Memberikan bimbingan dan pendampingan Koperasi agar memenuhi ketent

uan Permen Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023  Self Declare Close/ 
Open Loop dan Self Assesment Penilauan Kesehatan, serta GoAML;
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Membuat Panduan dan Aplikasi

Pernyataan Mandiri, serta

Verifikasi

Mensosialisasikan, Memfasi

-litasi, Memverifikasi dan

Menetapkan Status USP

Koperasi Close/ Open Loop

Pengurus Koperasi
1. Meningkatkan tata kelola usaha simpan pinjam sesuai Permen No 8 tahun 2023;
2. Melaksanakan pelaporan kegiatan usaha secara rutin dan dalam rangka penilaian usaha simpan p

injam Koperasi amanat UU No 4 Tahun 2023  Self Assesment Kesehatan Koperasi dan goAML
3. Melaksanakan Peraturan Deputi Koperasi mengenai self assessment Kesehatan Koperasi dan self 

declare (pernyataan mandiri) status usaha simpan pinjamnya bersifat tertutup atau terbuka.



Apa Yang Harus Dilakukan Koperasi

Self Declare Usaha Simpan Pinjam Koperasi
Pendekatan Partisipastif dalam proses penilaian usaha simpan pinjam Koperasi yang bersifat tertutup (dari, untuk dan
oleh anggota) atau terbuka melalui https://ods.kemenkopukm.go.id.

1. Periode I (15 Oktober 2023), makin cepat makin bagus, karena memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian ke
arah close loop lebih lama atau waktu mengurus perizinan usaha ke OJK bagi yang open loop lebih memadai;

2. Periode Penyesuaian/ Pemurnian USP Koperasi (s/d Juni 2024)  Self declare kedua (konfirmasi);
3. Periode Verifikasi oleh KemenKop UKM dan Dinas Koperasi (s/d Desember 2024);
4. Periode Penyampaian Daftar Koperasi yang bersifat Terbuka (Januari 2025);
5. Periode Pengawasan dengan Sanksi Administratif (tertutup) atau Pengurusan Izin Usaha ke OJK (terbuka);
6. Periode Pengawasan dengan Sanksi Pidana (UU P2SK, UU Perkoperasian, dan UU KUHP)  Januari 2026.

SELF ASSESMENT KESEHATAN KOPERASI
1. Mendorong partisipasi Koperasi melakukan penilaian kesehatan usahanya secara mandiri 
2. Aplikasi https://pengawasankoperasi.kemenkopukm.go.id;
3. Bagian dari penerapan Pengawasan Koperasi Berbasis Risiko  Sampling Acak dan Profil Risiko;
4. Pengawasan dilakukan berdasarkan risiko  menimbang keterbatasan sumberdaya;
5. Tindak Lanjut Pengawasan  Sertifikat Kesehatan, Sanksi Administratif, Pengawasan Khusus, dll.
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REGISTRASI goAML (PPATK):
1. Meningkatkan akuntabilitas usaha simpan pinjam, dan menghilangkan citra Koperasi sebagai lembaga penc

ucian uang, dan berkontribusi anti narkoba, terorisme dan pemusnah massal  http://bit.ly/goAMLKSP;
2. Konsekuensi logis dari USP Koperasi sebagai bagian dari lembaga jasa keuangan.



RUANG LINGKUP

Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)

Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS)

Seluruh Indonesia

Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang koperasi

Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Seluruh Indonesia

Pemangku kepentingan Koperasi

Seluruh Indonesia
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Membuat Pernyataan Mandiri

Dengan dokumen pendukung

Koordinasi Data Kop

Verifikasi PM Koperasi



MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Memberikan pedoman dan pemahaman serta literasi kepada pembina dan

pengurus koperasi, serta pemangku kepentingan lainnya mengenai pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan

Sektor Keuangan dan aturan pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan

kegiatan penilaian usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksudkan pada

Pasal 321 Undang-Undang P2SK.

TUJUAN

Melaksanakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK dan aturan

pelaksanaannya berupa Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun

2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Memberikan pilihan awal pada KSP/KSPPS/USP/USPPS Koperasi dalam

menilai dirinya sendiri untuk dikategorikan bersifat open loop atau close loop

Melakukan penilaian usaha simpan pinjam Koperasi yang bersifat tertutup

atau terbuka, antara lain dengan melakukan verifikasi lapangan, pemetaan

permasalahan dan pembinaan lanjutan.
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KRITERIA BUKU/KUK 1 BUKU/KUK 2 BUKU/KUK 3 BUKU/KUK 4 

Anggota < 5.000 5.001 - 9.000 9.001 - 35.000 > 35.000 

Modal Sendiri < 250 jt > 250jt - 15M > 15M - 40M > 40M 

Aset < 2,5M > 2,5M - 100M > 100M - 500M > 500M 

Jumlah 105.316 Kop 21.483 Kop 736 Kop 275 Kop
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KUK 4
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A. Status dan Skala KSP dan Non KSP

73%

25%

1,45%

0.73%

KUK 1

KUK 2

KUK 3

KUK 4

B. Status Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Sebagian besar koperasi merupakan KUK 1, 82%.
Disusul berikutnya adalah KUK 2 sebanyak 17%
KUK 3 sebanyak 0,58 persen dan 0,22 persen adalah KUK 4.

Jumlah seluruh koperasi per Desember 2021 sebanyak 127.124
unit dengan total perputaran usaha 910 trilyun rupiah
(dengan partisipasi bruto 182 trilyun).

• Khusus Koperasi Simpan Pinjam, 73% masuk kategori
KUK 1, 25% di antaranya adalah KUK 2. Kemudian
1,45% merupakan KUK 3 atau skala menengah dan
0,73% adalah KUK 4 atau skala besar. Total seluruhn
ya 18.157 unit KSP.

• Kemudian 81,1% merupakan Primer Kabupaten/Kota,
11,5% merupakan Primer Provinsi dan hanya 6,6%
adalah Primer Nasional. Sisanya merupakan Sekunder
Kab/Kota, Provinsi dan Nasional.
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STATUS EKSISTING KOPERASI



Aceh 188
Sumatera Utara 647
Sumatera Barat 362
Sumatera Selatan 391
Jambi 165

Kepulauan Bangka Belitung 54

Riau 268
Kepulauan Riau 87
Bengkulu 253
Lampung 496

DKI Jakarta 803
Banten 432
Jawa Barat 2.031
Jawa Tengah 2.419
D.I. Yogyakarta 478
Jawa Timur 3.999
Bali 1.281

Maluku 143
Maluku Utara 97
Nusa Tenggara Barat 364

Nusa Tenggara Timur 988

Kalimantan Barat 160

Kalimantan Selatan 130

Kalimantan Tengah 131

Kalimantan Timur 105

Kalimantan Utara 20

Sulawesi Barat 72
Sulawesi Selatan 581
Sulawesi Tengah 176

Sulawesi Tenggara 228
Sulawesi Utara 173
Gorontalo 153

Papua 201
Papua Barat 81

Total KSP

18.157

PETA SEBARAN KSP/USP 2022
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Pasal 321 (dan Pasal 202)

a. Menteri Koperasi harus melakukan penilaian Koperasi sesuai kriteria Pasal 44B ayat (2) dalam Pasal 202

b. Penilaian harus dilaksanakan paling lambat 2 tahun (2023 penilaian, dan 2024 pembinaan ke close loop).

c. Koperasi sebagaimana Pasal 44B ayat (2) dalam Pasal 202 (open Loop) wajib melaporkan kegiatan

usahanya kepada Menteri Koperasi.

d. Pelaksanaan penilaian Koperasi oleh KemenKop UKM dapat dibantu Pemda

01. OPEN LOOP

Badan hukum koperasi yang

memberikan layanan kepada

masyarakat secara luas dan

terbuka, bukan hanya kepada

anggota.

02. CLOSED LOOP
Badan hukum koperasi yang

memberikan layanan simpan

pinjam secara terbatas/tertutup

(hanya dari, untuk dan oleh

anggota)

KOPERASI

01 02

AMANAT UU PPSK
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Periode Pengurusan Perizinan usaha ke OJK dapat dilakukan Koperasi mulai

Bulan Juli 2024 sampai dengan Bulan Desember 2025

KOPERASI SEKTOR JASA KEUANGAN

01. OPEN LOOP

Mengacu pada ketentuan Pasal

44B dalam Pasal 202 ayat (2) 

UU P2SK dan 

Peraturan Menteri Koperasi

dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Usaha Simpan Pinjam

oleh Koperasi



Agar melakukan perbaikan tata kelola dan cakupan layanan usaha, sehingga

memenuhi kriteria, paling lambat 30 Juni 2024

KOPERASI SEKTOR USAHA SIMPAN PINJAM

02. CLOSE LOOP

Koperasi yang melanggar salah satu ketentuan di atas

Dikategorikan Koperasi yang bersifat terbuka (open loop)
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Mengacu pada ketentuan Pasal

44B dalam Pasal 202 ayat (2) 

UU P2SK dan 

Peraturan Menteri Koperasi

dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Usaha Simpan Pinjam

oleh Koperasi

Pendanaan dari bank, 
lembaga keuangan lain 
dan obligasi jumlahnya
tidak melewati batas
maksimal 40% (empat
puluh perseratus) dari

total asset koperasi



JANUARI

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

JANUARI 

FEBRUARI 

MARET 

APRIL

MEI

JUNI

Terbitnya 

UU 4 / 2023

PPSK

Terbitnya

SE 7 / 2023

Koperasi memberikan Pernyataan Mandiri (Self 

Declare) disertai dengan dokumen pendukung

Dinas verifikasi dokumen Pernyataan Mandiri

Koperasi

Kemenkop collecting data 

Self Declare

Tahap 2

(Tentative)

Self Declare

Tahap 3

(Tentative)

Penilaian/Penentuan Koperasi

open loop atau close loop

Pemantauan/Pembinaan

Kepatuhan Koperasi thd

Permenkop 8/2023

Untuk koperasi yang data di ODS kurang ter-

update (Grade C, D) diperlukan koordinasi

dengan Dinas yang berwenang

Untuk koperasi open loop ingin menyesuaikan menjadi close loop:

melakukan perbaikan tata kelola dan cakupan layanan usaha agar memenuhi kriteria paling lambat

30 Juni 2024 

Untuk Koperasi yang menyatakan dan/atau dinilai sebagai open loop: 

Mempersiapkan proses izin dan melaksanakan ketentuan tata kelola yang diatur OJK

2023: Self Declare 2024: Penilaian, Pembinaan, Pengawasan

LINI MASA

Pemantauan/Pembinaan

Kepatuhan Koperasi thd

Permenkop 8/2023

Verifikasi Akhir dan

Daftar Koperasi

Open Loop



Dinas (Prov/Kab/Kota)Koperasi

Mulai

Koordinasi

Daftar Akun Koperasi pada laman

ods.kemenkopukm.go.id

Pendaftaran Akun akan diverifikasi

Persetujuan oleh Tim Biro KTI Kemenkop

Cek Verifikasi email

masuk meggunakan login yang dibuat

Mengisi Pernyataan Mandiri

dan Dokumen Pendukung

Data Pernyataan Mandiri Koperasi tersimpan

Secara Sistem (belum terverifikasi)
Mengirim secara soft file (lewat aplikasi)

dan secara hard file (bermaterai dan TTD)

Hasil Verifikasi Dinas dikirim ke

Kementerian Koperasi dan UKM

Dinas akan memverifikasi isian Pernyataan

Mandiri Koperasi sesuai kewenangannya

Data Pernyataan Mandiri Koperasi tersimpan

Secara Hard file dan sudah terverifikasi

ALUR PELAKSANAAN SELF DECLARE

Koordinasi

MulaiMulai
Koordinasi
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PENUTUP
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Pernyataan Mandiri (self declare) oleh KSP/KSPPS/

USP/USPPS yang dilengkapi dengan dokumen

pendukungnya dilaksanakan, paling lambat pada 

tanggal

15 Oktober 2023 (Tahap I)

Bagi Koperasi yang tidak menyampaikan 

Pernyataan Mandiri (self declare) dapat

dikategorikan sebagai Koperasi yang bersifat

Terbuka (Open Loop)

Asisten Deputi Pengawasan Koperasi, 

Deputi Bidang Perkoperasian, 

Kementerian Koperasi dan UKM 

Email: pengawasan.kemenkopukm.go.id

Narahubung: 

0815-8950-064 (Sdr. Sahro), 0896-6669-0818 (Sdr. Ibnu),

0818-0821-9334 (Sdri. Ajeng), atau 0856-1413-175 (Sdri. Kun),

Mengakses laman ods.kemenkopukm.go.id 

(web based Kemenkop UKM), 

atau

konsultasi kepada

Dinas Koperasi Provinsi/Kabupaten/Kota 

Di wilayah kedudukan Koperasi.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

atau
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PERNYATAAN MANDIRI 
(SELF DECLARE) 
OLEH PENGURUS KOPERASI 

KSP/KSPPS/USP/USPPS
ods.kemenkopukm.go.id
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Tampilan awal laman

ods.kemenkopukm.go.id

Koperasi belum 

Memiliki username 

dan Password

Pilih Daftar 

Untuk melakukan

registrasi
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Masukkan NIK Koperasi

Klik Cek Koperasi

untuk melanjutkan

Masukkan email yang valid

Tampilan Menu

Pendaftaran Koperasi
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Tampilan Menu

Pendaftaran Koperasi

Masukkan Username 

dan Password yang 

dikehendaki

UlangiPassword untuk 

konfirmasi

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NIK, email, Nama 

Koperasi dan Nomor

Badan Hukum otomatis

muncul menyesuaikan

NIK Koperasi dan email 

yang didaftarkan

Klik Daftar

untuk melanjutkan

Masukkan Nomor Tlp

Kontak Pendaftar

Unggah SK Pengesahan

BH Koperasi
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Status 

Pendaftaran Berhasil

Koperasi agar membuka balasan email 

untuk verifikasi

Klik Oke, Mengerti

untuk melanjutkan

Tampilan Menu

Pendaftaran Koperasi



xxxxxxxxxxxx
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Klik Verify My Account

untuk melanjutkan

Tampilan

Email verifikasi akun

Email verifikasi akan masuk ke dalam Inbox

Jika tidak ada, agar dicari dalam Folder Spam

Pindahkan email tersebut dari Folder Spam ke Folder Inbox, baru bisa dibuka dan di klik untuk verifikasi
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Tampilan awal laman

ods.kemenkopukm.go.id

(login page)

Koperasi 

memasukkan

Username dan 

Password yang

telah didaftarkan
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Tampilan awal laman

ods.kemenkopukm.go.id

(login page)

Koperasi 

memasukkan

Username dan 

Password yang

telah didaftarkan
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Tampilan

Pernyataan Mandiri

Isikan Nama Ketua Koperasi

Isikan Jabatan dalam 

Koperasi

Otomatis muncul

Centang salah satu yang 

menjadi pilihan dari Koperasi 

(close loop atau open loop)



1500 587 www.kemenkopukm.go.id@kemenkopukm

Tampilan

Dokumen Pendukung

Pernyataan Mandiri
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Tampilan

Dokumen Pendukung

Pernyataan Mandiri
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Tampilan

Dokumen Pendukung

Pernyataan Mandiri
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Tampilan

Dokumen Pendukung

Pernyataan Mandiri
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Tampilan

Dokumen Pendukung

Pernyataan Mandiri
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Tampilan

Dokumen Pendukung

Pernyataan Mandiri
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Tampilan

Dokumen Pendukung

Pernyataan Mandiri
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Tampilan

Dokumen Pendukung

Pernyataan Mandiri
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Tampilan

Dokumen Pendukung

Pernyataan Mandiri
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Tampilan

Dokumen Pendukung

Pernyataan Mandiri
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Tampilan

Dokumen Pendukung

Pernyataan Mandiri



TERIMA KASIH

Menuju Era Baru
Koperasi yang sehat dan terpercaya serta

Taat Peraturan Perundang-undangan
sebagai salah satu pilar perekonomian nasional
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